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ABSTRAK 

Latifah Hadian Syah Putri : Tinjauan Kinerja Petugas Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-

P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 

Dosen Pembimbing : Firman, S.E., M.Sc. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kinerja petugas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota 

Padang, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi peningkatan efektivitas 

pemungutan. Penelitian bersifat kualitatif dengan metode observasi dan wawancara 

kepada petugas pajak dan pihak terkait. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara, sedangkan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan PBB-

P2 selama lima tahun terakhir. 

Hasil penelitian menunjukkan kinerja petugas pajak belum optimal, terlihat 

dari realisasi penerimaan yang hanya berkisar 53%–60%. Kendala utama meliputi 

sulitnya menjangkau kawasan industri dan permukiman baru, serta rendahnya 

kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan 

sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sanksi tegas bagi wajib 

pajak yang tidak patuh. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kinerja pemungutan PBB-P2. 

 

Kata Kunci: Kinerja Petugas, PBB-P2, Pemungutan Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting dalam 

menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, 

pelayanan publik, serta infrastruktur yang menunjang kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pemungutan PBB-P2 menjadi 

indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah 

(Mardiasmo, 2018).  

Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terluas di Kota 

Padang, dengan luas 23.225 Ha dan pertumbuhan penduduk yang signifikan 

dalam satu dekade terakhir. Potensi penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini 

sangat besar karena banyaknya aktivitas ekonomi, kawasan industri, serta 

peningkatan pembangunan permukiman. Namun, berdasarkan data Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah 

mencatatkan persentase realisasi PBB-P2 terendah selama lima tahun 

terakhir, yaitu berada di kisaran 53%–60%, jauh di bawah rata-rata 

kecamatan lain yang mencapai 80% ke atas. Hal ini menunjukkan adanya 
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persoalan mendasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak di wilayah 

tersebut (Bapenda Kota Padang, 2024). 

Sebagai perbandingan, berikut disajikan data realisasi penerimaan 

PBB-P2 di 11 kecamatan di Kota Padang selama lima tahun terakhir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Persentase Realisasi PBB-P2 Kota Padang 2020–2024 

Sumber : Bapenda Kota Padang (2024), Data Diolah 

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa Kecamatan Koto 

Tangah secara konsisten mencatatkan persentase realisasi penerimaan PBB-

P2 paling rendah dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya di Kota 

Padang. Selama lima tahun terakhir, capaian realisasi di wilayah ini tidak 

pernah melebihi 61%, bahkan sempat turun menjadi 53,91% pada tahun 

2024. Sebagian besar kecamatan lain justru mampu mencapai rata-rata 

realisasi di atas 80%, yang mencerminkan adanya perbedaan signifikan 

dalam efektivitas pemungutan pajak antar wilayah. 
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Untuk melihat lebih detail kondisi Kecamatan Koto Tangah, berikut 

disajikan rekapitulasi khusus target dan realisasi penerimaan PBB-P2 

selama lima tahun terakhir: 

Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah 

No. Tahun Target Realisasi Jumlah 

WP 

Persentase 

1 2020 Rp 12.556.605.749 Rp 7.441.657.370 51.709 59 % 

2 2021 Rp 12.730.299.504 Rp 7.562.375.870 50.984 59 % 

3 2022 Rp 13.049.048.759 Rp 7.860.652.772 51.582 60 % 

4 2023 Rp 14.376.887.676 Rp 7.983.922.724 48.327 56 % 

5 2024 Rp 17.124.132.830 Rp 9.238.900.130 46.553 54 %  

Sumber : Badan Pendapatan daerah Kota Padang, 2024. 

Sementara itu, berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

tren realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah yang 

cenderung menurun setiap tahun, hanya berkisar antara 54% hingga 60% 

dari target yang ditetapkan. Penurunan jumlah wajib pajak terdaftar juga 

memperkuat indikasi adanya hambatan serius, baik dari sisi teknis 

pemungutan, faktor administratif, maupun kepatuhan wajib pajak. Kondisi 

ini menegaskan perlunya analisis mendalam untuk mencari akar masalah 

dan strategi perbaikan. 

Selain itu, penting untuk memahami bahwa pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang 

dilaksanakan melalui sistem yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 

2024. Proses pemungutan di mulai dari pendataan dan penilaian objek serta 
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subjek pajak, kemudian penetapan pajak terutang yang dituangkan dalam 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT tersebut disampaikan 

oleh petugas pajak kepada wajib pajak sebagai dasar pembayaran, yang 

selanjutnya dilakukan melalui bank persepsi atau kanal resmi yang 

ditetapkan pemerintah daerah. Apabila terdapat tunggakan, dilakukan 

penagihan aktif sesuai prosedur seperti penyampaian Surat Teguran dan 

kunjungan ke lokasi objek pajak. Keseluruhan sistem ini dirancang untuk 

menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan pelayanan kepada 

masyarakat (Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2024), sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Selain data penerimaan, indikator lain yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja petugas adalah tingkat keberhasilan penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat. SPPT 

merupakan dokumen penting yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

melaksanakan pembayaran PBB-P2. Semakin tinggi tingkat penyampaian 

SPPT oleh petugas di lapangan, semakin besar pula peluang peningkatan 

realisasi penerimaan pajak. Adapun data target dan realisasi penyampaian 

SPPT PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah selama lima tahun terakhir 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Penyampaian SPPT PBB-P2 Kecamatan Koto Tangah 

Tahun 2020–2024 

No. Tahun Target SPPT 

Diterbitkan 

Realisasi SPPT 

Tersampaikan  

Persentase(%) 

1. 2020 51.709 48.600 94,0 % 

2. 2021 50.984 47.100 92,4 % 

3. 2022 51.582 47.900 92,9 % 

4. 2023 48.327 44.600 92,3 % 

5. 2024 46.553 42.900 92,2 % 

       Sumber : Badan Pendapatan daerah Kota Padang, 2024. 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa penyampaian SPPT di 

Kecamatan Koto Tangah secara konsisten berada di atas 90 persen setiap 

tahunnya. Hal ini menandakan bahwa petugas telah melaksanakan tugas 

distribusi dengan cukup baik sehingga sebagian besar wajib pajak menerima 

dokumen sebagai dasar pembayaran. Namun, capaian tersebut belum 

sepenuhnya mencerminkan optimalnya kinerja, karena masih terdapat 

sebagian SPPT yang tidak tersampaikan akibat hambatan di lapangan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja petugas masih 

dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis maupun nonteknis. Salah satu 

faktor yang memengaruhi kinerja petugas adalah luasnya wilayah 

Kecamatan Koto Tangah yang mencakup kawasan industri, permukiman 

baru, serta daerah yang sulit dijangkau.. Kawasan yang dimaksud antara lain 

berada di wilayah Air Pacah, Balai Gadang, Koto Panjang Ikua Koto, Lubuk 

Minturun, Padang Sarai, serta area sepanjang Jalan By Pass, yang 

berdasarkan pengamatan awal dan informasi hasil wawancara dengan 

petugas UPTD Wilayah V memiliki keterbatasan akses, kurangnya 
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kepatuhan wajib pajak, serta tidak semua objek pajak dapat ditemukan di 

lapangan. Selain itu, dalam banyak kasus petugas menghadapi kesulitan 

untuk menemui wajib pajak secara langsung di lokasi objek karena pemilik 

usaha tidak berada di tempat, minimnya informasi identitas bangunan, serta 

lemahnya koordinasi antara penyewa dan pemilik objek pajak. 

Selain sebagai pelaksana teknis pemungutan, petugas pajak PBB-P2 

memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan 

pembina kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Petugas bertugas 

memastikan penyampaian SPPT tepat waktu, melakukan penagihan 

terhadap tunggakan, menjangkau wilayah yang sulit diakses seperti 

kawasan industri dan permukiman baru, serta membangun komunikasi 

efektif dengan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

(Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2024).  

Pelaksanaan tugas pemungutan tidak hanya menuntut kompetensi 

teknis, tetapi juga pelayanan yang responsif yang mencerminkan kinerja 

pemerintah daerah secara keseluruhan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, 

meninjau kinerja petugas pajak menjadi langkah strategis untuk memahami 

penyebab rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto 

Tangah dan merumuskan upaya perbaikan ke depan. 

Dengan mempertimbangkan persoalan efektivitas pemungutan serta 

peran strategis petugas pajak, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji 

kinerja petugas pajak PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, 
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yang memiliki cakupan wilayah luas, banyak kawasan industri, serta tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah. Penelitian ini penting dilakukan 

untuk memberikan gambaran objektif mengenai hambatan yang dihadapi 

petugas di lapangan serta menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah 

daerah dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas pemungutan 

pajak. 

 Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul “Tinjauan 

Kinerja Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana kinerja petugas pajak dalam pemungutan PBB-P2 di 

Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan 

pemungutan PBB-P2, khususnya di kawasan industri yang sulit 

dijangkau? 

3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Kinerja petugas pajak dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto 

Tangah, Kota Padang 
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2. Kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan pemungutan 

PBB-P2, khususnya di kawasan industri yang sulit dijangkau 

3. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas 

pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir penulis serta menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai tinjauan kinerja petugas PBB-P2 di kecamatan Koto 

Tangah Kota Padang. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas terkhususnya 

Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu yang 

menyangkut tentang Tinjauan Kinerja Petugas PBB-P2 Di 

Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sekaligus membentuk 

lulusan berkualitas yang siap terjun dalam dunia kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi dinas terkait 

Dapat menjadi informasi serta masukan dalam upaya peningkatan 

kinerja dan pelayanan. 
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b. Bagi Masyarakat 

Dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya membayar 

PBB-P2 sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan 

mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pemungutan 

pajak, masyarakat diharapkan dapat lebih kooperatif dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya, terutama bagi wajib pajak yang 

berada di kawasan industri atau lokasi terpencil.  

c. Bagi Pembaca 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi dan referensi dalam memahami sistem pemungutan 

PBB-P2, tantangan yang dihadapi petugas pajak, serta upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pajak daerah. 

Pembaca yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, atau 

pihak yang berkecimpung dalam bidang perpajakan dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam 

mengembangkan solusi terhadap permasalahan pajak daerah di 

Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

Tinjauan Kinerja Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja petugas pajak PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah telah 

dilaksanakan sesuai prosedur, seperti penyampaian SPPT PBB-P2, 

pendataan ulang, penagihan aktif, serta pelayanan kepada wajib pajak. 

Namun, capaian realisasi penerimaan PBB-P2 selama lima tahun 

terakhir (2020–2024) rata-rata hanya sebesar 53–60%, sehingga 

termasuk kategori tidak efektif menurut kriteria Mardiasmo (2018). 

2. Kendala internal yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah petugas pajak, 

yang sejak pertengahan 2025 hanya satu orang per kelurahan. Kondisi 

ini memengaruhi intensitas penagihan dan pelayanan kepada wajib 

pajak. 

3. Kendala eksternal meliputi luasnya wilayah Kecamatan Koto Tangah, 

banyaknya kawasan industri, tanah ulayat, tanah kosong, dan tanah 

investasi yang sulit dijangkau, serta rendahnya kesadaran wajib pajak 

untuk membayar PBB-P2 tepat waktu. Selain itu, sering terjadi 

perubahan fungsi bangunan atau kepemilikan objek pajak yang tidak 

dilaporkan. 
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4. Upaya yang dilakukan UPTD Wilayah V dan petugas pajak antara lain 

program pemutihan denda, penagihan aktif, pendataan ulang bekerja 

sama dengan kelurahan dan RT/RW, penonaktifan SPPT PBB-P2 untuk 

objek yang menjadi fasilitas umum atau pemiliknya tidak diketahui, 

serta sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. 

5. Hasil evaluasi penulis menunjukkan perlunya inovasi seperti 

pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendataan dan 

penagihan PBB-P2, serta penambahan jumlah petugas agar efektivitas 

pemungutan dapat meningkat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bapenda Kota Padang melalui UPTD Wilayah V sebaiknya menambah 

jumlah petugas pajak PBB-P2, khususnya di kelurahan yang memiliki 

wilayah luas dan kawasan industri, agar intensitas pendataan dan 

penagihan dapat ditingkatkan. 

2. Perlu memanfaatkan teknologi digital untuk membantu proses 

pendataan dan penagihan PBB-P2, sehingga data objek pajak lebih 

akurat dan pelayanan kepada wajib pajak dapat berjalan lebih cepat dan 

efisien. 

3. Petugas pajak diharapkan lebih aktif berkoordinasi dengan pihak 

kelurahan dan RT/RW, serta memberikan edukasi yang 
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berkesinambungan kepada wajib pajak agar kepatuhan dalam 

membayar PBB-P2 dapat meningkat. 

4. Wajib pajak sebaiknya lebih proaktif dalam melaporkan perubahan data 

objek pajak dan membayar PBB-P2 tepat waktu sebagai bentuk 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

5. Bapenda Kota Padang sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap 

capaian target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah, 

sehingga dapat diketahui hambatan yang terjadi dan ditentukan langkah 

perbaikan secara lebih tepat. 
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